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PERATURAN MENTERI

KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PERMEN-KP/2014
TENTANG
PENYUSUTAN ARSIP

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan arsip di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
baik dan benar, perlu penyusutan arsip secara berkala
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa bahwa guna mengakomodasi perkembangan

dan kebutuhan pengaturan penyusutan arsip, perlu
meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2010 tentang
Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara,
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007
tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Negeri Sipil
dan Pejabat Negara;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2013);
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10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip
Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
252 Tahun 2013);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
253 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
merupakan acuan bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan
penyusutan arsip pada unit kerjanya masing-masing.

Pasal 2

Penyusutan Arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Daftar Formulir Penyusutan Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2010 tentang Penyusutan Arsip di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan memori kolektif
yang memuat informasi pemerintahan dan pembangunan antara lain
mengenai bukti pertanggungjawaban nasional, jati diri bangsa, warisan
budaya dan simpul pemersatu bangsa yang bernilai tetap/permanen. Dengan
meningkatnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan, kemajuan teknologi
informasi, serta aktivitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, berakibat pada meningkatnya jumlah arsip yang tercipta.

Peningkatan jumlah arsip akan menimbulkan masalah jika tidak
diimbangi dengan kegiatan penyusutan arsip. Penyusutan arsip dilakukan
terhadap jenis arsip yang jangka waktunya telah habis dan sudah tidak
bernilai guna. Penyusutan arsip dilakukan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu lembaga negara
wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang berupa daftar berisi sekurang-
kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan
nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusutan arsip dimaksudkan untuk terlaksananya tertib administrasi
kearsipan guna mewujudkan pengelolaan arsip yang baik dan benar.



